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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan yang secara langsung
dilakukan di dunia kerja dengan menerapkan ilmu dan penguasaan keahlian yang
telah diperoleh dari kegiatan belajar. Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu
langkah yang nyata (substansial) untuk membuat sistem pendidikan dan pelatihan
keahlian lebih relevan dengan dunia kerja dalam rangka menghasikan tamatan
yang berkualitas (Riadi, 2021)

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) yang beralamat di Jalan Merdeka
NO0.21, Kel. 19 llir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang merupakan instansi
pemerintah yang bertugas melakukan penghimpunan dan pelayanan terkait pajak
daerah di Kota Palembang. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07, 2018)

Pada tahun akademik 2022, penulis berkesempatan untuk melaksanakan PKL
di kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Penulis ditempatkan di bidang
pengelolaan piutang, bidang ini terbagi menjadi tiga Sub Bidang yaitu keberatan
piutang, penagihan piutang, dan pembukuan piutang. Dalam kegiatannya penulis

secara langsung terlibat dalam Sub Bidang Keberatan piutang yaitu pemberian



pengurangan piutang pokok dan pengapusan denda administrasi PBB Perkotaan di
Kota Palembang.

Penulis memilih Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang karena
keingintahuan penulis tentang penghimpunan dan pengelolaan pajak daerah
terutama dalam pemberian pengurangan piutang piutang. Berdasarkan latar
belakang ini, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan Praktik Kerja
Lapangan dengan judul “Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok Dan
Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan Di Badan Pengelolaan

Pajak Daerah Kota Palembang”

1.2 Tujuan PKL

Tujuan dari kegiatan Pratik Kerja Lapangan adalah untuk membuat Laporan
PKL dengan judul Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok dan
Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak

Daerah Kota Palembang.

1.3 Manfaat PKL
Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan adalah :
1. Bagi Mahasiswa
a. Mengasah kemampuan serta keterampilan mahasiswa sebelum
beradaptasi dalam dunia kerja.
b. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesionalisme dalam

melaksanakan suatu pekerjaan.



c. Sebagai sarana pengembangan kemampuan dan pengetahuan yang
diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia
kerja secara nyata dan luas.

2. Bagi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech

a. Sebagai indikator penilaian kemampuan dan kompetensi mahasiswa
dalam menerapkan pengetahuan di dunia kerja.

b. Dapat dijadikan sebagai arsip atau dokumentasi yang diharapkan
bermanfaat untuk kegiatan perkuliahan.

c. Untuk Meningkatkan kualitas lulusan dengan adanya program Praktik
Kerja Lapangan.

3. Bagi Intansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak Darah

a. Instansi mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang
melakukan Praktik Kerja Lapangan

b. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia Kerja,
sehingga instansi bias dikenal di kalangan akademis.

1.4 Tempat PKL
Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada sebuah instansi
Pemerintah yang bertugas melaksanakan penghimpunan dan pelayanan lainya
terkait pajak penerimaan daerah Kota Palembang.
Nama Instansi : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
Alamat : Jalan Merdeka No. 21, 19 Ilir Kec. Bukit Kecil, Kota
Palembang, Sumatera Selatan 30113

Telepon . (0711) 352282



Website : www.bppd.palembang.go.id

Email : Kepala@dispenda.go.id
1.5 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Waktu PKL dilaksanakan selama 30 hari terhitung sejak 05 September 2022
sampai dengan 06 Oktober 2022. Adapun waktu pelaksanaan PKL sesuai dengan
jam kerja di Badan Pengelolaan Pajak Daerah, seperti pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Hari Waktu Kerja Keterangan
08.00 — 12.00 WIB
Senin s.d Kamis 12.00 — 13.00 WIB Istirahat

13.00 — 16.00 WIB
08.00 — 12.00 WIB
Jumat 12.00 - 13.00 WIB Istirahat
13.00 - 16.00 WIB

Sumber : data diolah 2022

1.6 Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang
sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung
(Hardani et al., 2020). Melalui observasi penulis mengamati secara langsung
kegiatan pemberian pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda
administrasi PBB, mulai dari melayani wajib, mencetak daftar tagihan PBB, serta
tahapan awal pemberian pengurangan sampai dengan dikelurkanya surat
keputusan (SK) pengurangan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota

Palembang Bapak Herly Kurniawan. S.Sos, MAP


http://www.bppd.palembang.go.id/
mailto:Kepala@dispenda.go.id

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa
dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai
interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee(Triwahyuni &
Veronica, 2013) dengan tujuan tertentu (Fadhallah, 2021). Melalui metode ini
penulis melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan salah satu pegawai
dibagian piutang yaitu ibu R.A Irla Safitri. S.E untuk mengetahui informasi dan
ketentuan dalam pemberian pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda

administari PBB.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana untuk menghimpun dan mengabadikan
informasi yang ada melalaui ilmu yang digambarkan sebagai suatu dorongan
untuk mengembangkan teori-teori atau konsep (Ayumsari, 2022). Dalam kegiatan
ini penulis melakukan dokumentasi berupa foto-foto yang relevan dengan laporan
ini, diantaranya foto proses rekapitulasi pengurangan piutang pokok, pembukuan
berkas keberatan piutang serta dokumentasi kegiatan lain yang penulis lakukan

selama Praktik Kerja Lapangan (Sriyeni & Veronica, 2020).

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan sebuah kegiatan yang mempersiapkan sumber dan
metode pengumpulan data berupa kegiatan membaca, mencatat dan mengelola
bahan penelitian (Melfianora, 2019). Dengan kegiatan ini penulis mempersiapkan
sumber—sumber yang berasal dari beberapa buku, jurnal, dan artikel yang dapat

membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.



BAB Il

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Sebelum tahun 1975, Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat | dan
tingkat Il merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemda masing-masing. Hal
tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Perda Tingkat Il
Palembang Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan
landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di Kota
Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan,
penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan
peraturan yang berlaku (Sriyeni & Veronica, 2019).

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya
berlaku sama Di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali
dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 tahun 2001 tentang
tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti
pertambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktrur
organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Namun setelah keluarnya
peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,
maka struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008

mengalami perubahan yang sesuai dengan peraturan daerah No 9 tahun 2008



tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota

Palembang (Handayani & Veronica, 2021).

2.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah
1. Visi
Terwujudnya pegelolaan pendapatan daerah yang professional untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.
2. Misi

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan
daerah (Mahmud & Aprizal, 2022).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah
seusai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahn yang baik
(Good Governance) (Mahmud; Aprizal, 2023).

3. Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis di

bidang pendapatan daerah (Mahmud & Aprizal, n.d.).

2.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah
1. Tugas
Badan Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Walikota
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaa pajak daerah dan

tugas pembantuan (Suswitasari & Pratama, 2022).



2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Pajak Daerah

menyelenggarakan fungsi (Barokah & Pratama, 2023):

1.

2.

Perumusan kebijakan teknis

Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

2.4 Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah institusi pemerintah yang menerima

dan mengelola pajak demi peningkatan pendapatan daerah kota Palembang

(Mahmud & Aprizal, 2022). Dalam melaksanakan tugasnya wilayah kerja Badan

Pengelolaan Pajak Daerah meliputi 18 Kecamatan, sebagaimana dapat dilihat

pada data berikut ini :

1.

2.

Kecamatan Ilir Timur 1

Kecamatan Ilir Timur 11

Kecamatan Ilir Timur 111 (Pemekaran dari Kec. Hir Timur 1)
Kecamatan Seberang Ulu |

Kecamatan Seberang Ulu 11

Kecamatan Kemuning

Kecamatan Kertapati

Kecamatan Kalidoni



9. Kecamatan Plaju
10. Kecamatan Ilir Barat |
11. Kecamatan Ilir Barat Il
12. Kecamatan Sako
13. Kecamatan Bukit Kecil
14. Kecamatan Sematang Borang
15. Kecamatan Sukarami,
16. Kecamatan Gandus
17. Kecamatan Alang-Alang Lebar

18. Kecamatan Jakabaring (Pemekaran dari Kec. SU 1)

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bagiamana organisasi membagi tugas dan
pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan serta mengartur siapa yang akan
mengerjakan tugas dan pekerjaan dalam kedudukan dan jenis wewenang jabatan
secara internal maupun eksternal (Juru, 2020). Berdasarkan definisi tersebut
Gambar 2.1 merupakan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota

Palembang
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STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

KEPALA BADAN ’

‘ FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

4{ SEKRETARIAT ’

BIDANG PENGELOLAAN PIUTANG

PAJAK DAERAH

SUBBID PENAGIHAN
PIUTANG

SUBBID KEBERATAN SUBBID PENAGIHAN
PIUTANG PIUTANG

Sumber : BPPD Kota Palembang

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang

2.6 Uraian Tugas Wewenang

2.6.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota

Palembang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak

daerah sesuai dengan kebijaksanan yang telah digariskan oleh Walikota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk

pelaksanaanya (Melani & Mahmud, 2020).
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2.6.2 Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam

mengkoordinasi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan
urusan administrasi umum, perkantoran humas dan kepegawaian (Hartati &
Efendy, 2016).
Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat memiliki fungsi(Setiawan et al., 2019) :

1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan

2. Melaksanakan urusan admnisitrasi umum

3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran

4. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian

5. Melaksanakan urusan humas dan perundang-undangan.

2.6.3 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan dan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampiran tertentu (Andita et al.,
2021).

2. Kelompok jabatan fungsional dibagi kedalam sub-sub bidang kelompok
sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior.

3. Kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban kerja (Andita et al., 2021).
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2.6.4 Bidang Pengelolaan Piutang

Bidang pengelolaan piutang daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas badan meliputi panagihan, keberatan, administrasi penghapusan,
dan pelaporan piutang pajak daerah (Pratama, 2015).

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pengelolaan piutang memiiki fungsi (Andita
et al., 2023):

1. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan
piutang pajak daerah

2. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan piutang
pajak daerah

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan piutang
pajak daerah

4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi

lainya terkait kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah.

2.6.5 Sub Bidang Penagihan Piutang
Sub bidang penagihan piutang mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penagihan
piutang pajak daerah,
2. Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan
piutang pajak daerah, melaksanakan penagihan piutang pajak daerah,
3. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi penagihan piutang pajak
daerah,
4. Membuat dan menyampaikan surat teguran,

5. Membuat laporan hasil penagihan piutang pajak daerah.
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2.6.6 Sub Bidang Keberatan Piutang
Sub bidang keberatan piutang mempunyai tugas (Indra et al., 2023) :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang keberatan
piutang pajak daerah,

2. Melakukan proses administrasi terhadap pemberian keberatan
pengurangan piutang pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak,

3. Melakukan proses usual penghapusan piutang pajak daerah sebagai
bahan keputusan walikota,

4. Menyelengarakan monitoring dan mengevaluasi kegiatan sub bidang
keberatan piutang pajak daerah (Fajar Ariwibowo & Mawarindani Indra,
2023).

5. Melaporkan hasil kerja dan capaian kerja.

2.6.7 Sub Bidang Pembukuan Piutang
Sub bidang pembukuan piutang mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pembukuan
piutang pajak daerah,
2. Melakukan pengecekan piutang wajib pajak yang mengajukan tutup
usaha,

3. Menyelenggarakan pembukuan piutang pajak daerah (Fajar Ariwibowo &
Mawarindani Indra, 2023)

4. Membuat pelaporan piutang pajak daerah.



BAB IlI1

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1 Pelaksanaan Kerja

Penulis melaksanakan kegiatan PKL selama kurang lebih satu bulan,
terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan 06 Oktober 2022.
Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang berlaku pada Badan
Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yaitu hari Senin sampai dengan hari
Kamis mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan hari
Jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.

Dalam pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan di bidang pengelolaan piutang
Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Tugas-tugas yang diberikan
kepada penulis dalam rangka pelaksanan PKL, secara umum memberikan
gambaran mengenai kegiatan pada Sub Bidang Keberatan Piutang yaitu pelayanan
kepada wajib pajak pengurangan piutang, pembukan berkas permohonan
pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi, menyusun surat
keputusan (sk) pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi,
dan membuat rekapitulasi pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda
administrasi di computer (Sriyeni et al., 22 C.E.).

Pada saat penulis melaksanakan PKL, penulis hanya tertuju pada tugas yang
diberikan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang berkaitan
dengan pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB

(Akbar & Pratama, 2022).
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Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL di BPPD Kota Palembang

Tanggal

Jam Kerja

Kegiatan

05 Sep — 09 Sep

08.00 — 16.00
(Senin — Kamis)

08.00 — 16.30
(Jumat)

Pembekalan Praktik Kerja Lapangan
oleh pembimbing lapangan BPPD
Kota Palembang,

Menyusun surat keputusan keberatan
piutang,

Membantu fotokopi berkas keberatan
piutang sesuai kecamatan
Membuat  pembukuan
keberatan piutang,
Belajar melayani wajib pajak,
Membuat rekapan surat keputusan
pembatalan piutang di komputer.

pengajuan

12 Sep — 16 Sep

08.00 — 16.00
(Senin — Kamis)

Melayani wajib pajak
Membuat rekapan surat keputusan
pembatalan piutang di komputer.

08.00 - 16.30 Membuat lembar disposisi
(Jumat) Mencetak portlet PBB
Membuat surat undangan konfirmasi
terkait BPK-RI
19 Sep — 23 Sep | 08.00 — 16.00 Membuat surat undangan konfirmasi

(Senin — Kamis)

terkait BPK-RI
Melayani wajib pajak penghapusan

08.00 - 16.30 piutang
(Jumat) Fotokopi surat keputusan keberatan
piutang
Membuar rekapan surat keputusan
pembatalan piutang di komputer.
26 Sep — 30 Sep | 08.00 —16.00 Mencetak portlet PBB

(Senin — Kamis)

Membuat pembukuan pengajuan tata
usaha

08.00 — 16.30 Membuat surat keluar
(Jumat) Mengarsipkan  berkas keberatan
piutang sesuai kecamatan
Membuat relisasi pengurangan piutang
untuk kecamatan Jakabaring, Sako dan
Kalidoni
03 Okt — 06 Okt | 08.00 — 16.00 Membuat relisasi pengurangan piutang

(Senin — Kamis)

untuk kecamatan Jakabaring, Sako dan
Kalidoni

Perpisahan dan pelepasan masa Praktik
Kerja Lapangan.

Sumber : data diolah 2022
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3.1.1 Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Gambar 3.1 Pelayanan kepada Wajib Pajak

Pelayanan Kepada Wajib Pajak merupakan kegiatan penulis saat melakukan
pemeriksaan mengenai kelengkapan syarat-Syarat pengajuan permohonan
pengurangan piutang yaitu berupa fotokopi identitas wajib pajak, fotokopi SPPT
PBB, mencetak daftar tunggakan pajak (Pratama & Mahmud, 2016), materai dan
map berwarna merah. Apabila semua syarat sudah lengkap wajib pajak diminta
untuk mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan oleh bidang pengelolaan
piutang, namun dalam pengajuan ini wajib pajak diminta menunggu selama 14
hari kerja untuk surat keputusan (SK) hasil pengurangan piutang dikeluarkan oleh

Kepala BPPD Kota Palembang (Hadiwijaya & Prasetya, 2023a).
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Gambar 3.2 Pembukuan Berkas Permohonan Keberatan Piutang

Pembukuan adalah kegiatan pencatatan informasi berupa identitas wajib
pajak dan Nomor Objek Pajak (NOP) yang mengajukan permohonan keberatan
piutang. Fungsi kegiatan ini ialah sebagai arsip bidang pengelolaan piutang dan
untuk pemberian nomor surat keputusan keberatan piutang (Hadiwijaya &

Prasetya, 2023).

Gambar 3.3 Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala BPPD
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Gambar 3.3 merupakan kegiatan yang penulis lakukan apabila
permohonan pengurangan wajib pajak telah disetujui serta di tanda tangani oleh
kepala bidang pengelolaan piutang dan kepala BPPD Kota Palembang. Fungsi
kegiatan ini ialah memisahkan antara arsip bidang pengelolaan piutang dan
lembar asli surat keputusan (SK) pengurangan yang selanjutnya akan diberikan

kepada wajib pajak (Patriansah & Prasetya, 2021).

Gambar 3.4 Membuat Rekapitulasi Pengurangan Piutang

Kegiatan rekapitulasi pengurangan piutang adalah kegiatan pencatatan
akhir seluruh permohonan pengurangan piutang yang terjadi pada bulan
September 2022 (Syarif & Prasetya, 2022). Pada kegiatan ini penulis akan
dibagikan berkas pengurangan oleh ibu R.A Irla Safitri. S.E untuk selanjutnya di
input dalam data sesuai dengan kecamatan yang telah disiapkan oleh BPPD kota

Palembang (Setiawan et al., 2023).
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3.1.2 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (Hadiwijaya et al., 2022).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak ialah
kewajiban pasti yang harus dibayar oleh rakyat dalam bentuk uang atas
pendapatan, kepemilikan atau hak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
kas negara dan memberikan manfaat yang tidak langsung dapat dirasakan oleh

rakyat (Yuniansyah & Widyanto, 2021).

3.1.3 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019) fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Fungsi anggaran sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran — pengeluaranya. Pajak memberikan kontribusi
terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan
salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran
rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)
Fungsi pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan

tertentu diluar bidang keuangan.
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3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut (Mardiasmo, 2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia
menggunakan tiga sistem yaitu:
1. Official Assessment System
Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan
perpajakan yang berlaku (Andita et al., 2023).
2. Self Assessment System
Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menetukan sendiri
besarnya pajak yang terutang, Wajib pajak menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang (Yuniansyah & Handayani,
2023).
3. With holding System
With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib wajak
yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang

oleh wajib pajak (Indra et al., 2023).

3.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunanan, perhutanan dan

pertambangan (Peraturan Daerah Kota Palembang, 2018).
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Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak terutang yang ditentukan oleh
keadaan objek berupa bumi atau tanah atau bangunan yang sebagian besar hasil
pemungutanya diserahkan kepada daerah yang memungutnya (Windiarti &
Sofyan, 2018).

Berdasarkan definis tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan
bangunan adalah pungutan pajak daerah yang dikenakan kepada orang pribadi
atau badan yang mempunyai hak atas bumi memperoleh manfaat atas bangunan,
dimana hasil pemungutannya digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah

(Hartati et al., 2023).

3.1.6 Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi

PBB Perkotaan

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017
Pengurangan piutang pokok PBB ialah keringanan pajak yang diberikan kepada
wajib pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubunganya dengan
subjek pajak atau dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa. Sedangkan Penghapusan denda administrasi ialah penghapusan
besarnya denda administrasi berupa bunga yang timbul akibat tunggakan PBB
belum dibayar atau terlambat dibayar (Metode et al., n.d.).

Pemberian pengurangan piutang dan penghapusan denda administarsi PBB
memiliki beberapa syarat yang harus dipenuihi oleh wajib pajak, berikut ini syarat
yang harus dipenuhi :

1. Permohonan dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan

benar



22

2. Permohonan dibuat dalam jangka waktu tiga sampai enam bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak.
3. 1 (satu) Permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP, atau SPT PBB
4. Wajib pajak melengkapi lampiran yang dibutuhkan berupa :
a. Dokumen Identitas wajib pajak yang masih berlaku
b. Dokumen berupa fotokopi SPPT PBB
c. Dokumen berupa daftar tunggakan pajak yang dicetak dari website
resmi PBB
Badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaanya memberikan
ketentuan dalam besarnya tarif pengurangan yang diberikan, berikut ini tarif
pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB yang
disajikan dalam bentuk tabel 3.2

Tabel 3.2 Tarif Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda

Administrasi
. . Tarif Pengurangan Tarif Penghapusan
Periode | Tahun Pajak Piutang Pokok Denda Admnistrasi

Pengurangan 75% dari

1 2002 — 2008 Denda dihapuskan
Pokok
Pengurangan 50 % dari .
2 2009 — 2011 Pokok Denda dihapuskan
5 -
3 2012 — 2017 | Pokok tetap Pengurangan 50% dari
Denda
0 .
4 2018 — 2022 | Pokok tetap Pengurangan 26% dari

Denda

Sumber : Peraturan Walikota Palembang, NO 5 tahun 2022



3.1.7 Perhitungan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda
Administrasi PBB
Gambar 3.5 merupakan contoh daftar tagihan piutang PBB yang akan

dilakukan perhitungan pengurangan piutang.

— PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
s BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Jalan Merdeka No. 21 Palembang
Telp (0711) 352282 Fax (0711) 317393 KodePos 30131

INFORMASI DATA PEMBAYARAN
Nomor Objek Pajak 2 Tahun Ketetapan : 2022
Luas Bumi ~ NJOP Bumi -
Luas Bangunan 3 NJOP Bangunan
Alamat Objek Pajak 5 Nama Wajib Pajak
Kelurahan Objek Pajak 17 ILIR Alamat Wajib Pajak
Kecamatan Objek Pajak :  ILIR TIMUR | Tanggal Printout
NAMA TAHUN PBB DENDA (%) JATUH KURANG STATUS
WAJIB PAJAK PAJAK TEMPO BAYAR BAYAR
2002 Rp 110.989) Rp 63.274] 30/09/2002 Rp 164.263|-
2005 Rp 122.545) Rp 58.821| 16/09/2005 Rp 181.366]-
2006 Rp 125.639] Rp 60.306| 30/09/2006| Rp 185.945-
2008 Rp 224.848| Rp 107.927| 30/09/2008 Rp 332.775|-
2009 Rp 224.848| Rp 107.827| 30/08/2009) Rp 332.775-
2010 Rp 256.249) Rp 122.998| 30/08/2010, Rp 379.248|-
2011 Rp 263.051 Rp 126.264] 30/09/2011 Rp 389.315[-
2012 Rp 328.814 Rp 157.830] 30/08/2012 Rp 486,644/
2013 Rp 328.814 Rp 157.830] 30/09/2013] Rp 486.644]-
2014 Rp 328 814 Rp 157.830] 30/09/2014 Rp 486.644-
2015 Rp 351.224 Rp 168.587| 30/09/2015) Rp519.811}
2016 Rp 351.224 Rp 168.587] 30/09/2016 Rp519.811}
2019 Rp 514.692 Rp 247.052| 30/09/2019 Rp 761.744)-
2020 Rp 514.692 Rp 247.052| 31/12/2020, Rp 761.744|-
[TOTAL POKOK PBB YANG BELUM DIBAYAR Rp 4.046.443]
TOTAL DENDA (SESUAI TANGGAL PRINTOUT) Rp 1.942.286]
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR Rp 5.988.729)

* PERHITUNGAN DENDA : 2% SETIAP BULAN, MAKSIMAL 24 BULAN

** BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 5 TAHUN 2020

1. TAHUN PAJAK 2002 - 2008 : PENGURANGAN POKOK 75% DAN PENGHAPUSAN DENDA ,

2. TAHUN PAJAK 2009 - 2011 : PENGURANGAN POKOK 50% DAN PENGHAPUSAN DENDA ,

3. TAHUN PAJAK 2012 - 2017 : PENGURANGAN DENDA 50% ,

4. TAHUN PAJAK 2018 - 2021 : PENGURANGAN DENDA 26% ,

5. UNTUK PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN DENDA TAHUN PAJAK 2002 S.D 2021 BERLAKU SEBELUM JATUH
TEMPO PEMBAYARAN PBB TAHUN BERKENAAN MELALUI PERMOHONAN KE BIDANG PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK
DAERAH BPPD KOTA PALEMBANG

***WAJIB PAJAK DAPAT LANGSUNG MEMBAYAR PBB MELALUI BANK SUMSEL BABEL DENGAN NOMOR REKENING
150-18-55555 AN. PBB P2 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DENGAN MENCANTUMKAN NOP DAN TAHUN PBB YANG AKAN
DIBAYARKAN, LOKET PEMBAYARAN BANK JABAR BANTEN, KANTOR POS, INDOMARET, ALFAMART SERTA APLIKASI
ONPAYS, MASAGO & TOKOPEDIA

Petugas :
Keperiuan

Sumber : BPPD Kota Palembang
Gambar 3.5 Contoh Tagihan Piutang PBB
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Berikut ini cara perhitungan pengurangan piutang pokok dan penghapusan

denda administrasi untuk contoh tagihan piutang PBB diatas (Putri et al.,

2022):

A. Periode pertama yaitu pengurangan 75% dari pokok dan denda

dihapuskan

Tahun 2002

Pokok sebesar Rp110.989

Denda sebesar Rp53.274

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 75% dari pokok

= Rp110.989 — Rp83.242

= Rp27.747

Denda = Denda— 100%
= Rp53.274 — 100%
= Rp0

Tahun 2005

Pokok sebesar Rp122.545

Denda sebesar Rp58.821

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 75% dari pokok
= Rp122.545 — Rp91.909
= Rp30.636

Denda = Denda — 100%

= Rp58.821- 100%



= Rp0O

« Tahun 2006

Pokok sebesar Rp125.639

Denda sebesar Rp60.306

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 75% dari pokok
= Rp125.639 — Rp94.229
= Rp31.410

Denda = Denda— 100%
= Rp60.306 — 100%
=RpO0

Tahun 2008

Pokok sebesar Rp224.848

Denda sebesar Rp107.927

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 75% dari pokok
= Rp224.848 — Rp168.636
= Rp56.212

Denda = Denda— 100%
= Rp107.927 —100%

=RpO0

25
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Tabel 3.3 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 1

Tahun Sebelum Pengurangan Setelah Pengurangan
Pajak Pokok Denda Pokok Denda
2002 Rp110.989 Rp53.274 | Rp27.747 RpO
2005 Rp122.545 Rp58.821 | Rp30.636 Rp0
2006 Rp125.639 Rp60.306 | Rp31.410 Rp0
2008 Rp224.848 | Rpl07.927 | Rp56.212 RpO
Jumlah yang harus dibayar periode Rp146.005 RpO
pertama

Sumber : data diolah 2022

B. Periode kedua yaitu pengurangan 50% dari pokok dan denda dihapuskan

Tahun 2009

Pokok sebesar Rp224.848

Denda sebesar Rp107.927

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok —50% dari pokok
= Rp224.848 — Rpl112.424
= Rpl12.424

Denda = Denda— 100%
= Rp107.927 — 100%
=RpO0

Tahun 2010

Pokok sebesar Rp256.249
Denda sebesar Rp122.999

Maka perhitunganya adalah :



PBB = Pokok — 50% dari pokok
= Rp256.249 — Rp128.125
= Rp128.125

Denda = Denda - 100%
= Rp122.999 — 100%
=RpO

Tahun 2011

Pokok sebesar Rp263.051
Denda sebesar Rp126.264

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok —50% dari pokok
= Rp263.051 — Rp131.526
= Rp131.526

Denda = Denda— 100%

= Rp126.264 — 100%

=RpO0
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Tabel 3.4 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 2

Tahun Sebelum Pengurangan Setelah Pengurangan
Pajak Pokok Denda Pokok Denda
2009 Rp224.848 | Rpl07.927 | Rpl12.424 RpO
2010 Rp256.249 | Rp122.999 | Rp128.125 RpO
2011 Rp263.051 | Rpl26.264 | Rp131.526 RpO
Jumlah yang harus dibayar periode Rp372.074 RpO
kedua

Sumber : data diolah 2022



C. Periode tahun ketiga pokok tetap dan pengurangan 50% dari denda

Tahun 2012

Pokok sebesar Rp328.814

Denda sebesar Rp157.830

Maka Perhitunganya :

PBB = Pokok — 0%
= Rp328.814 — 0%
= Rp328.814

Denda = Denda— 50% dari denda
= Rp157.830 — Rp78.915
= Rp78.915

Tahun 2013

Pokok sebesar Rp328.814

Denda sebesar Rp157.830

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 0%
= Rp328.814 — 0%
= Rp328.814

Denda = Denda— 50% dari denda
= Rp157.830 — Rp78.915

= Rp78.915
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Tahun 2014

Pokok sebesar Rp328.814

Denda sebesar Rp157.830

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 0%
= Rp328.814 — 0%
= Rp328.814

Denda = Denda— 50% dari denda
= Rp157.830 — Rp78.915
= Rp78.915

Tahun 2015

Pokok sebesar Rp351.224

Denda sebesar Rp168.587

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 0%
= Rp351.224 - 0%
= Rp351.224

Denda = Denda— 50% dari denda
= Rp168.587 — Rp84.294
= Rp84.294

Tahun 2016

Pokok sebesar Rp351.224

Denda sebesar Rp168.587
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Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 0%
= Rp351.224 — 0%
= Rp351.224
Denda = Denda —50% dari denda

= Rp168.587 — Rp84.294

= Rp84.294
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Tabel 3.5 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 3

Tahun Sebelum Pengurangan Setelah Pengurangan
Pajak Pokok Denda Pokok Denda
2012 Rp328.814 | Rp157.830 Rp328.814 Rp78.915
2013 Rp328.814 | Rp157.830 Rp328.814 Rp78.915
2014 Rp328.814 | Rp157.830 Rp328.814 Rp78.915
2015 Rp351.224 | Rpl168.587 Rp351.224 Rp84.294
2016 Rp351.224 | Rpl168.587 Rp351.224 Rp84.294

Jumlah yang harus dibayar periode Rp1.688.890 | Rp405.332

ketiga

Sumber : data diolah 2022

D. Periode keempat yaitu pokok tetap dan pengurangan 26% dari denda

Tahun 2019

Pokok sebesar Rp514.692
Denda sebesar Rp247.052
Maka perhitunganya adalah :
PBB = Pokok — 0%

= Rp514.692 — 0%

= Rp514.692




Denda = Denda — 26% dari denda
= Rp247.052 — Rp64.234
= Rp182.818

Tahun 2020

Pokok sebesar Rp514.692
Denda sebesar Rp247.052

Maka perhitunganya adalah :

PBB = Pokok — 0%
= Rp514.692 — 0%
= Rp514.692
Denda = Denda— 26% dari denda

= Rp247.052 — Rp64.234

= Rp182.818
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Tabel 3.6 Akumulasi Perhitungan Pengurangan Periode 4

Tahun Sebelum Pengurangan Setelah Pengurangan
Pajak
Pokok Denda Pokok Denda
2019 Rp514.692 | Rp247.052 Rp514.692 | Rp182.818
2020 Rp514.692 | Rp247.052 Rp514.692 | Rp182.818
Jumlah yang harus dibayar periode Rp1.029.384 | Rp365.637
keempat

Sumber : data diolah 2022
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Setelah dilakukan perhitungan piutang PBB berdasarkan periode dan tarif
pengurangnya, berikut ini penulis akumulasikan jumlah keseluruhan pengurangan
piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB yang harus di bayar oleh

wajib pajak dalam satu tabel perhitungan (Effendi, 2012).

Tabel 3.7 PBB Akhir

verioge | (berdacarkan taginan pEg) | Setelah Pengurangan
Pokok Denda Pokok Denda
1 Rp584.021 Rp280.328 Rp146.005 Rp0
2 Rp744.148 Rp357.190 Rp372.074 Rp0
3 Rp1.688.890 Rp810.664 | Rp1.688.890 | Rp405.332
4 Rp1.029.384 Rp494.104 | Rpl1.029.384 | Rp365.637
Total Rp4.046.443 | Rpl1.942.286 | Rp3.236.353 | Rp770.969
Jumlah
yang harus Rp5.988.729 Rp4.007.322
dibayar

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa PBB sebelum pengajuan
pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi yang harus
dibayar wajib adalah sebesar Rp5.988.729 dan setelah dilakukan perhitungan,
wajib pajak menerima pengurangan piutang pajak dan penghapusan denda
administrasi sebesar Rp1.981.407 sehingga PBB akhir yang harus dibayar adalah

sebesar Rp4.007.322
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3.1.8 Dokumen Terkait
Berikut ini disajikan dokumen — dokumen yang diperlukan dalam

pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi PBB:

Sumber : BPPD Kota Palembang
Gambar 3.6 Formulir Pengajuan Keberatan Piutang

a. Formulir Pengajuan Keberatan Piutang adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar dalam pengajuan keberatan piutang yang telah dicetak dan
disediakan oleh bidang pengelolaan piutang dengan format yang telah

ditentukan (Effendi, 2020).

e

Sumber : BPPD Kota Palembang
Gambar 3.7 Fotokopi SPPT PBB
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b. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB adalah
dokumen wajib pajak yang digunakan untuk memberikan informasi
tentang besarnya pajak yang terutang selama periode tahun berjalan.
Dokumen ini menjadi salah satu syarat wajib dalam pengajuan keberatan

piutang di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

m PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
JalanMerdeka Nomor 21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711)352282 FAX.(0711) 317393 Kode Pos 30131 V622

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 5A9) TauiN 2025

PENGURANGAN PIUTANG POKOK DAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK RITMI DAN RANGIINAN PERKOTAAN
ATAS NAMA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG

perhatikan Surat permohonan Wajib Pajak PBB Perkotaan sebagai berikut :
Nama
NOP
Tanggal 01  Oktober 2022  perihal  permohonan  pengurangan  piutang  dan

Penghapusan/ Pengurangan Pajak PBE.

a. Hasil penelitian terhadap wajib pajak PRB Perkotaan sebagaimana dalam Telaah Staff Kepala Bidang
Pengelolaan Piutang Nomor: 973/ /BPPD.111/X/2022 tanggal 2022 perihal Pengurangan Pokok
Piutang dan Penghapusan PBB Perkotaan Tahun 2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018

b. bahwa berdasarkan per . dalam huruf a, dan memberikan
kepastian hukum kepada wajib pajak maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Pajak Daerah Kota Palembang ;

ging

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (
1 Negara tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang berdasarkan
penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak:

4  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah;

5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018
tentang Pajak Daerah

6 Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan Kota Palembang

Memutuskan........

Sumber : BPPD Kota Palembang
Gambar 3.8 Surat Keputusan (SK) Pengurangan Piutang PBB

c. Surat Keputusan (SK) adalah dokumen berupa bukti hasil keputusan
Kepala BPPD Kota Palembang atas permohonan pengurangan piutang
dan penghapusan denda administrasi. Dokumen ini dijadikan sebagai
dasar pembayaran yang baru bagi wajib pajak untuk membayar pajak

atas bumi dan bangunan (Gultom & Effendi, 2023).
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3.2 Kendala Yang Dihadapi

Dalam menjalani PKL tentunya terdapat kendala yang penulis hadapi yang
dapat mengganggu kelancaran aktivitas Praktik Kerja Lapangan. Hal ini
disebabkan karena penulis terjun secara langsung ke perusahaaan dan keadaannya
jauh berbeda dengan apa yang penulis dapat di kampus karena hal ini sangatlah
baru bagi penulis (Jutawan & Effendi, 2023).

Adapun kendala yang dialami oleh penulis selama melakukan Praktik Kerja
Lapangan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sebagai berikut
(Yulianti & Effendi, 2023) :

1. Penulis mengalami kendala saat kegiatan pelayani kepada wajib pajak
ketika wajib pajak meminta penulis untuk menghitung besarnya total
pengurangan piutang pokok dan penghapusan denda administrasi yang
akan wajib pajak terima secara langsung saat itu juga (Hidayat & Perdana,
2020).

2. Penulis mengalami kendala dalam kegiatan harian rekapitulasi
pengurangan piutang dan penghapusan denda administrasi karena
kurangnya fasilitas komputer untuk penulis gunakan.

3.3 Cara Mengatasi Masalah

Adapun cara mengatasi masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Ketika wajib pajak memohon untuk dihitungkan seberapa besar total
pengurangan piutangnya penulis harus meminta bantuan kepada pegawai
subbidang keberatan piutang untuk melakukan perhitungan, hal ini karena
perhitungan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pegawai menggunakan

format yang tersedia di computer .
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Untuk mengatasi kekurangan fasilitas komputer, bidang pengelolaan
piutang akan mempersilahkan penulis untuk menggunakan komputer milik
pegawai yang tidak hadir pada jam kerja karena kegiatan lapangan atau
pegawai akan meminjamkan komputernya setelah pekerjaan yang ia

lakukan telah selesai (Hidayat & Herdiansyah, 2020).



BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Pratik Kerja Lapangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk
menerapkan ilmu serta pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan belajar secara
langsung di lingkungan yang berbeda yaitu lingkungan pekerjaan. PKL bertujuan
untuk melatih sikap professional dan tanggungjawab mahasiwa atas tugas dan
pekerjaan yang diberikan. Setelah melakukan PKL di kantor Badan Pengelolaan
Pajak Daerah Kota Palembang penulis mendapat banyak pengetahuan baru dan
pengalaman berorganisasi dengan orang lain. Berdasarkan pembahasan yang telah
penulis tulis maka dapat ditarik simpulan (Hidayat & Herdiansyah, 2020):

1. Dalam melaksanakan Pratik Kerja Lapangan penulis mengalami beberapa
kesulitan dan kendala dalam proses pelaksananya, hal ini karena penulis
sulit untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru penulis hadapi. Akan
tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan bimbingan yang diberikan oleh
pembimbing lapangan PKL serta arahan dari rekan-rekan di lingkungan
PKL.

2. Pemberian pengurangan keberatan piutang di BPPD Kota Palembang di
lakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang nomor 5
tahun 2020 dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan nomor
82/PMK.03/2017. Kebijakan ini sangat membantu wajib pajak dalam
mengatasi tingginya tunggakan pajak akibat keterlambatan pembayaran dan
keadaan lain yang luar biasa dialami oleh objek pajak (Ariwibowo & Hidayat,

2023).
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3. Dalam pelaksanan pengurangan piutang masih terdapat beberapa kendala
yaitu belum tersosialiasi nya informasi menyeluruh tentang pemberian
pengurangan piutang dan sistem tagihan pajak online yang error

mengakibatkan tagihan pajak terutang kembali.

4.2 Saran
1. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab dan disiplin waktu atas
pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh pembimbing atau staff di tempat
PKL. Mahasiswa juga harus mampu membangun hubungan dan kerja
sama yang baik antar rekan-rekan sesama PKL agar terciptanya sesuana

yang konduktif dan produktif (Setiawan et al., 2023).

2. Bagi BPPD Kota Palembang
Saran penulis untuk BPPD Kota Palembang yaitu baiknya diadakan
sosialiasi dan informasi ke media sosial atau media cetak lainya tentang
adanya pemberian keberatan piutang beserta syarat dan ketentuan yang
belaku sesuai dengan peraturan pemerintahan yang ada, supaya wajib
pajak dapat segera melakukan permohonan untuk mengurangi denda

keterlambatan yang terus meningkat.
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Lampiran 1. Form Permohonan PKL

FORMULIR PERMOHONAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PaiComech
Kode Formulir ; INSTITUSI - INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
FM-IPCT-BAAK-PSB-013
PROGRAM ST UDI .03 _Axuntans
Kepada Yth. Palembang, 22.Agustus 2022
Rektor Institut Teknologi dan
Bisnis PalComTech,

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Diha Megawati Agustin
Nomor Pokok Mahasiswa . 0412 000 3%

Semester N Lima)

IPK . 3.75

Program Studi . D3 Akuntaas
No.HP/WhatsApp . OR9GL- H6A1 - 9371

Mengajukan PKL pada perusahaan/instansi (nama perusahaan/instansi dan alamat dengan lengkap) :
D\ Baclan Pengolahan pajak Daerah Kota palembang

JL. Merdeka \o. a1, 19 e, Kec. Bueit kecit, ota
Patembang ., Sumaterar Selatan 30113

Besar harapan Saya, kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas
perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Menyetujui, Pemohon,
Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa
= .
\ %;
oh
(Hendra w1 A4, SEy, M.S1. (Diha Megawatt Agusiin
NIDN : 0225108 302 NPM : 041200038
Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 SVAK/DKV

( Adelin. S.'T ) M. kom. )
NIP. 0211123901
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Lampiran 2. Surat Pernyataan Ujian

SURAT PERNYATAAN
UJIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Yanyg bertandatangan di bawah im

Nama Diha Megawan Agustin
TempatTanggal Lahir Jambi /22 Apustus 2001

Prodi D3 Akuntansi

NI'M M 1200038

Semester .S (Lima)

No Telptp 089656419371

Alamat . Jalan Snwijaya Raya RT 38 RW 05

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ¢

I Laporan PKL im says buat dengan sebenamya dan berdasarkan sumber yang
benar

2. Objek tempat saya melaksanakan PKL berbentuk CV/PT/Pemenntahan’SMA
Sederajat dan dinyatakan masih akuf beroperasional hingga saat ini

3. Data perusahaan dalam laporan PKL ini benar adanya dan bersifat valid,

4. Laporan ini bukan merupakan hasil plagiat/menjiplak karya ilmiah orang lain

5. Laporan ini merupakan hasil kerja saya sendiri (bukan buatan’ dibuatkan orang
lain)

6. Buku referensi yang sava gunakan untuk Lap PKL ini merupakan buku yang terbit

dalam 5 (lima) tahun terakhir ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dan pihak manapun
dan apabila dikemudian hari ternyata saya Kedapatan telah melanggar salah sawdan
pemyataan saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi skorsing, DO (Drop Out), hingga
Penghapusan gelar akademik yang saya peroleh dan Pergurunn Tinggi ini,

Palembang, |7 Januari 2023

Yang menyatakan,
@

RAI
| EMPEL
13AMOC ST

Diha Megawati Ag
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Lampiran 3. Form Pengajuan Judul PKL

\@ FORMULIR PENGAJUAN JUDUL
- B PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PalComTech
KodeFormulir: INSTITUSI . INSTITUTTEKNOLOGIDANBISNISPALCOMTECH
FM-IPCT-BAAK-PSB-013
PROGRAMSTUDI : D3 Akuntansi

Palembang, 23 September 2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diha Megawati Agustin
NomorPokokMahasiswa : 041200038

Semester 5

IPK 13,82

ProgramStudi : D3 Akuntansi
No.HP/WhatsApp : 089656419371

Dosen Pembimbing PKL : Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.

Mengajukan PKL judul Laporan Praktik Kerja Lapangan :

Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi PBB Perkotaan di
Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Besar harapan Saya kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian Bapak/Tbu
disampaikan terima kasih.

Menyetujui, Pemohon,
Dosen Pembimbing PKL Mahasiswa
ZA— che
(Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom.) (Diha Megawati Agustin)
NIDN: 0208098703 NPM: 041200038
Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 AK
a .
o di

(Adelin, S.T., M.Kom.)
NIP : 13.PCT.07
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Lampiran 4. Surat Balasan Riset

RIS EVIA RRA LRI R AL U7 Vb IV BT A YN

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
Jalan Merdeka No. 21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352282 Faksimile : (0711) 317303 Kode Pos 30131
E-mail :kepala@dispenda.go.id ., Website : www.bppd.palembang.go.id

Palembang, 31 Agustus 2022

Nomor  : 070/ 4772/BPPD-IiVIII/2022 Kepada

Sifat : Biasa Yth. PalComTech
Lampiran : - . “di—- s
Hal : Tanggapan Permohonan Palembang

Kerja Praktek/Magang

Menjawab Surat Saudara Tanggal 26 Agustus 2022 Perihal Permohenan lzin
Magang. Dengan ini disampaikan bahwa peserta tersebut dapat kami terima
untuk melaksanakan Kerja Magang di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah
Kota Palembang selama 1 Bulan terhitung sejak tanggal 05 September 2022 s.d
06 Oktober 2022. Adapun daftar peserta Magang sebagai berikut:

NO Nama NPNM
Diha Megawati Agustin 041200038
2 | Tarizka Septi Yanti 041200018

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih. '

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG

NIP. 19671221 198908 1 002
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Lampiran 5. Form Penilaian Kerja Mahasiswa

i PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
= Jalan Merdeka No. 21 Palembang, Provinsi 1 Selatan

Telepon (0711) 352282 Fax. (0711) 317393 Kode Pos 30131
=5, Email ; kepala'adispenda palembang,go.id Website : wwiw.dispenda palembang.go id

FORMULIR PENILAIAN KERJA MAHASISWA PRAKTIK KERJA LAPANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama Mahasiswa : Diha Megawati Agustin
NPM : 041200038
Program Studi : D3 Akuntansi

Telah menyelesaikan kegiatan magang di instansi kami. Dengan mempe_nimbangkan segala aspek,
baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan magang, maka kami memutuskan bahwa yang
bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

No Unsur yang dinilai *Nilai
1 | Penggunaan teknologi informasi q<
2 | Keterampilan dalam kerja gs
3 | Kedisiplinan gc
4 | Integritas (etika dan moral) 95
5 | Kemampuan menyerap hal baru taly
6 | Inovasi dan kreativitas ' qs
7 | Kemampuan memberikan solusi g¢
8 | Kemampuan bekerja sama 9%

9 | Kemampuan komunikasi gc
10 | Keahlian berdasarkan bidang ilmu g¢
Jumlah gso
Rata-Rata g¢

*Nilai 0 sampai 100
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Lampiran 6. Form Penilaian Pembimbing PKL

53(:0«1?&31

FORMULIR PENILAJAN BIMBINGAN
PRAKTIK KERJA LAPANGANAN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
PALCOMTECH

Kode Formulir
FM-IPCT-BAAK-PSB-025

Institusi - INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Hasil Penilaian Bimbingan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa

Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech

Dengan ini saya menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama

Nomor Pokok Mahasiswa
Program Studi

Semester

Judul PKL

: Diha Megawati Agustin
: 041200038

: D3 Akuntansi

: 5 (Lima)

: Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Denda
Administrasi PBB Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota
Palembang

Telah menyelesaikan bimbingan Praktik Kerja Lapangan, dengan hasil sebagai berikut:

No Kriteria Penilaian Skor Skor
Maksimal
1 Kehadiran bimbingan 15 3
2 Keaktivan dalam bimbingan 25 x
3 | Kemampuan belajar dan mengikuti arahan 30 s
4 Laporan 30 23
Jumlah 100 9o

*Mahasiswa dapat di rekomendasikan mengikuti ujian apabilan nilai lebih besar sama dengan 60

Rekomendasi Pembimbing:

¥ Dirckomendasikan
o Tidak direkomendasikan

Palembang, |3 Januari 2023
Dosen Pembimbing PKL

(Ek¢ Setiawan, S.Kom., M.Kom.)
NIDN.0208098703
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Lampiran 7. Form Absensi

2 FORMULIR
DAFTAR HADIR MAHASISWA/I PKL
P INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
Kode Formulir Institusi L INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
FM-IPCT-BAAK-PSB-007 Tahun Akademik [ PSR— - S
Nama Perusahaan/Instansi : Badan Pengolahan Pajak Daerah Kota PaIFmbang
Alamat Perusahan/Instansi : Jalan Merdeka No.21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Nama Mahasiswa : Diha Megawati Agustin
NPM : 041200038
Program Studi : D3 Akuntansi

Oleh pembimbiy

eprember 202 { betalan Pakterx teoa | A
95 20% |58 %ony‘:‘\m tbu Tamara, S1P., MS1.
. Menyusun dan Pemtuicuan St penghagusan Piutoy

2 |G Sepember 2022 |Selasa |- Membuay pembluicuan pesaAW .
« Memtuat Pembukuan pengaouan TU.
. Membaniu forolopy St don Bertas -

T 2 i o
Ke

—_—

., fisetiariiofin mengarsigian sk dan Berkas .

4 | Sepkemboer 2022 |kamis |» Membuoxy Rekapan SK pembettalan dan peng-
hapusan pitang di Kamputec:
» Wembuar formulir Permohonan wdte Pooak

5 prem um'ay [ Mewbuat Peapan SK fembatalan dan sgha'rm
o e Putang dikom puter law d\buKu,?MbYle an.

+MenyuSun Sk dan ber kas Penghapusan fiviayg,

6 Se| o |+ Méayani Wb © Penghaptsan
[2 Sepember 2022 |Senin | mé‘\sc e Pougt”mah : pusan  Pitang
« Membuot lembar Aisposist

3 September Slasa [*Menyusun Sk dan terkas penghapasen ™
il e R B o o
P‘G‘ng usan Purong  Seprfmber 2022
g | . Membantu Membuay Formulir
4 Sepember 2072 |Rabu ?mh o Formulir pefMecaran
- fotocopy Sk

9 |ls September 2022 | kamis |- pemiuiuan Surat Weluar '
" LRI R gopr v et

10 b umat |- Membuat Surat Undg 3
Sepremeer 2002 - leayUsun dan ereran n\ﬂ&m"us: kbpﬂ»\{:um

« Mlayni Waok  Paie agu@rgan Pwtang .
11 [I9 Seprember 202 (Senin s Menyusun Surat undangan kongumagy Ppc-r|
« Meyusun  bercas dan Sl

12 |20 Sepvembec 1w |Selosa | - gf\emwab formulic perghapuan Aan perguargs
Uty

o Fowcopy buii  Pob
13 21 Spremoer 2012 [Raws |+ Bmbuwan Sk fergoouan
¢ Cetak fociet oo

14 kamis [» Iembual Rek & pervoat
Seprember 20m s dthmguaeatcém ferveataian
. &WMM i ooan

15 2% Sepyember a2 Qumat |- Memuoat Reapan Sk atal an
% Plutarg d\mwvfer - Pt

— _si__,&.}— <

———

[ S— | | ———— —— T — | ]

XXi



16

18

F—
17

6 Sepremuver 2012

* Pembutn  pengaovan tu
o Pembutcuan  Surag teluar

Sein  [Mengusun Sk dan  berkas }
- Jemburian  Surakx \<eluar
n'?%e{gl‘( p(’;f.l?t pbb
M1 Seprember20m | Celsa |+ Werktal, pekapan Sk pebatalan plurang
L oM Purer
. R’mwmnn Sumt  feuar
28 Sepomber 222 |Ragw

19

29 Seprember 2022

Kamis

» Wienyusun Stc dan berkags
s Cetax  Gorlet Pbb

20

30 Sepkmber 2022

aumat

. Membuat YTkapan Pealisasi  pergucangan

e, ikt o, flghanagh, e

21

%3 Okyoher 2022

Senup

. Membuot  (ekafan cealisagr pergurongan
okoK d Lna
ey T R P A ot P S

22

04 OKtober 2091

Selasa

+ Memblak ®Rfapan  Tealisast Penguranapn
o K eng h n
b ok o groteba, e

05 Sefrember 209>

Raty

« Membuat recapan tealisas  perguranoon
Purmg poesic dan Penghatusan  Saney ddm

24

ob .SCQKMW 201

\camic

¢ Menyusun Sk dan Derag
* Pecpsanan & Pelepasan  PKV

— =TS e~ e = s

Ka

.Prodi

L

Adelin, S.T., M.Kom

NIP : 13.PCT.07

Palem|
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Lampiran 8. Form Konsultasi

FORMULIR
KONSULTASI LAPORAN PKL
| PalComYech INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
Kode Formulis (natdensd VINSTITUT TEKNOLOGE DAN BISNIS PALCOMTECH
FMAPCT-BAAK-PS . Tobus Akademik
L)

Nama Mabasiswa : Diha Megawati Agustin
NeMm : 041200038
Program Studi : D3 Akuntansl
Semester +§ (Lima)

Judul Laporan PKL.

: Laporan Keglatan Pengurangan Piutang Pokek dan Penghap

Denda A

Badan Pengelolazn Pajak Daerah Kota Palembang

No P/ Telp - 089656419371
: 23 s 202 |23 /oq 02 | Pngaan udul PRL %
2 "“'/,g o z"/g v Acc Ndu P %
| 9 /o 2o 2‘4 o Pab 1 Rev i‘
o i ki 2/ I e Bao T Revia
s |Ph 0 B Bao T Acc %
6 9/“ 2022 lb/“ 2033 Bab T Acc /@
7 (8 /“ 2023, 11./" 2022 Bab f_“ lZm/ls.n /Z
s |2y, o 1/‘,_ 2022 Bab 1l Xamban Octumentas
o |1 [P | B it Revs s |
w o [laf, som |y 202 Dab T Revisi %
i |22 /n'wu 27 /n. 1012 Bab M ACC 3l
n (20 J, %0|04) 12 Bab v Rews %A
o |5/, | bao W Ac -
w o |B) o | B0 e luran W.PKL/,y.A %
s [\
16

Palembang, Y Januari 2023
Dosen Pembimbing

NIDN : 0208098703
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Lampiran 9. Form Revisi

FORMULIR
REVISI UJIAN PKL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Kode Formulir
FM-IPCT-BAAK-PSB-026 | ™t + INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
Hasil Ujian PKL
Mahaslswa Institut Teknologl dan Bisnis PalComTech
Nama : Diha Megawati Agustin
Nomor Pokok Mahasiswa : 041200038
Program Siudi ¢ Akuntansi Program Diploma Tiga
Semester : V (Lima)
Ujian ke- + [(Saw)
Tanggal Pelaksanaan : 25 Januari 2023
Judul PKL : Laporan Kegiatan Pengurangan Piutang Poko dan Penghapusan Denda
Administrasi PBB Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak Dacrah Kota
Palembang
PELAKSANAAN KOREKSI
No Uraian Perbaikan Nama Penguji ~araf
| | T&ba f5

9| V& €°S‘-ba’:
3| Vgpor?
9 Quiter orgesss’

An o\{

Tl s et Petr’ Adeun ‘,7 B
n
Palembang, 25 Januari 2023
Pembimbing,

t Gl
(tu&lmavy‘amje&u)
.‘, i, »
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